PEMERINTAH PUSAT KINI DAPAT UBAH
TARIF PAJAK DAERAH DENGAN PERPRES

Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja atau
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini terdiri dari 45 Peraturan
Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah
No.10 Tahun 2021 (PP 10/2021) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi
daerah yang telah ditetapkan pemrintah daerah (pemda) seiring dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 10/2021. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 10/2021, penyesuaian tarif pajak
oleh pemerintah pusat ini dapat dilakukan sesuai dengan program prioritas nasional. Program
prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional (PSN)
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bila disesuaikan, pemerintah cukup menetapkan tarif baru melalui peraturan presiden
(Perpres) yang paling sedikit mengatur PSN yang mendapatkan penyesuaian tarif, jenis pajak
dan retribusi yang disesuaikan, besar penyesuaian tarif, mulai berlaku serta jangka waktu
penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif. Bila sudah ditetapkan, pemda
wajib melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
Tarif pajak dan retribusi daerah pada peraturan daerah dapat kembali berlaku setelah jangka
waktu yang ditetapkan pada perpres sudah berakhir.

Menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas PSN tersebut harus
mengajukan usulan penyesuaian tarif kepada menteri keuangan. Perpres akan dipantau
pelaksanaannya oleh Kemendagri, kementerian teknis, dan gubernur. Hasil pemantauan harus
disampaikan kepada menteri keuangan. Usulan akan direviu oleh menteri keuangan dengan
mempertimbangkan penerimaan pajak dan retribusi suatu daerah dalam 5 tahun terakhir, dampak
penyesuaian terhadap fiskal nasional dan daerah, urgensi penetapan tarif, kapasitas fiskal daerah,
dan insentif yang sebelumnya telah diterima PSN yang dimaksud.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi peratuan
daerah pajak dan retribusi yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan umum,
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional,
atau menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

Dalam proses reviu tersebut, Menteri Keuangan akan melibatkan Kementerian Dalam
Negeri, kementerian atau lembaga teknis terkait, hingga pemda. Bila diterima, menteri keuangan
akan mengeluarkan rekomendasi penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah atas PSN.
Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi menteri penanggung jawab PSN untuk mengajukan
usulan perpres.(rig)
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Catatan:
e Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian

tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau
Retribusi. (Pasal 3 ayat (3) PP 10/2021)

e Tujuan PP 10/2021 (Pasal 2 ayat (2))

a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal
Nasional; dan

b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertzinan dan kebijakan kemudahan berusaha
dan layanan daerah.

e Ruang lingkup PP (Pasal 2 ayat (2)

a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;

b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;

d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan

e. sanksi administratif.

e Pasal 3 ayat (4) PP 10/2021 mengatur bahwa penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling sedikit mengatur:

a. proyek strategis nasional yang mendapat fasititas penyesuaian tarif;
b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;

c. besaran penyesuaian tarif;

d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;

e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan

f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

¢ Evaluasi Perda (Pasal 16)

Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang
telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi.



e Pengawasan Peraturan Daerah (Pasal 18)

Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai
Pajak dan Retribusi danf atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

a. bertentangan dengan kepentingan umum;

b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau

d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

e Sanksi (Pasal 23)

Dalam hal gubernur/bupati/wali  kota tidak menindaklanjuti teguran tertulis atau
rekomendasi dari Kemeterian Dalam Negeri atas evaluasi rancangan perda, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan
sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode
berikutnya kepada Pemerintah Daerah; dan

b. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil
pajak penghasilan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan
atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum:
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